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Harakatuna.com  Khartoum  –  Demi  menggapai  inisiasi  Perdamaian  Sudan,
Riyadh keluarkan perjanjian baru antara pemerintah Yaman yang sah dan Dewan
Transisi Selatan. Bersamaan dengan ini Riyadh juga mengumumkan pembentukan
pemerintahan kompetensi politik di Yaman.

Kementerian Luar Negeri Sudan memuji kemajuan nyata dan langkah-langkah
yang telah  dibuat  untuk  memulihkan stabilitas  di  Yaman,  Kantor  Berita  OKI
melaporkannya, Selasa (22/12).

Mereka juga mengapresiasi peran penting yang dimainkan oleh Kerajaan Arab
Saudi dalam kerangka memimpin Koalisi Arab untuk Mengembalikan Legitimasi
di Yaman dan mendorong pihak Yaman untuk mengimplementasikan Perjanjian
perdamaian Sudan serta mendukung upaya PBB untuk mencapai solusi politik
yang komprehensif di Yaman.

Diharapkan  Perjanjian  Riyadh  untuk  perdamaian  Sudan  ini  menjadi  langkah
menuju pencapaian solusi politik dan percepatan untuk mengakhiri krisis Yaman.
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Pada bulan bulan sebelumnya,pPemerintahan transisi dan aliansi pemberontak
Sudan telah menandatangani perjanjian damai yang sebenarnya telah dimulai
sejak Agustus lalu, untuk mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung
puluhan tahun.

Mencapai  perjanjian  damai  dengan  pemberontak  di  propinsi-propinsi  yang
berjauhan  letaknya  di  negara  itu  telah  menjadi  target  utama  pemerintahan
transisi,  yang  mengambilalih  kekuasaan  lewat  pemberontakan  yang  dipimpin
militer untuk menggulingkan Presiden Omar Al Bashir April 2019 lalu.

Pemimpin  masyarakat  madani  Sudan,  termasuk  Perdana  Menteri  Abdalla
Hamdok, berharap perjanjian damai ini akan membuat mereka dapat memulihkan
perekonomian  negara  yang  telah  terpukul,  dengan  memangkas  pengeluaran
militer yang sejauh ini menelan paling banyak anggaran nasional.

Penandatanganan perjanjian damai hari Sabtu di Juba, Sudan Selatan, menjadi
tiitk  penting  setelah  perundingan  perjanjian  damai  sejak  akhir  Agustus  lalu
antara pemerintah Sudan dan Front Revolusioner Sudan yang merupakan koalisi
sejumlah kelompok bersenjata di negara itu.

Perundingan itu dihadiri oleh Presiden Sudan Selatan Salva Kiir, yang memimpin
negara  itu  meraih  kemerdekaan  dari  Sudan  pada  tahun  2011  pasca  perang
saudara selama puluhan tahun. Kepala Dewan Kedaulatan Sudan Jendral Abdel
Fattah  Burhan  dan  wakilnya  Jendral  Mohammed  Hamadan  Dagalo  juga
menghadiri  upacara  itu.  Dagalo  adalah  panglima  Pasukan  Dukungan  Cepat
paramiliter,  yang  sebelumnya  juga  telah  menandatangani  kerjasama  dengan
pemimpin-pemimpin pemberontak.

Sejumlah pejabat negara lain juga hadir, termasuk Utusan Khusus Amerika Untuk
Sudan Selatan Donald Booth, Ketua Uni Afrika Moussa Faki, Perdana Menteri
Mesir Mustafa Madbouly,  dan para pemimpin negara-negara Afrika dan Arab
lainnya.
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